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MUHAMMAD FADIL PARAMAJENG (B11109857), Tinjauan Yuridis 
Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut (Study 
Kasus Putusan No. 356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa) dibimbing 
oleh M. Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati 
sebagai pembimbing II. 
  
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan hukum 
pidana materiil terhadap terdakwa yang berusia lanjut dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa yang berusia lanjut dalam perkara No. 356/Pid.B/2012/ PN. 
Sungguminasa. 
Penelitian ini dilakukan di kota Sungguminasa, tepatnya di 
pengadilan Negeri  Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Sungguminasa. 
Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan dokumen.   
 
Hasil penelitian menunjukkan Penerapan hukum pidana materiil 
terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam Putusan No. 
356/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa dipertimbangkan berdasarkan 
pertimbangan yuridis yaitu dakwaan, tuntutan jaksa, dan fakta-fakta 
hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa,  
maupun alat-alat bukti. Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut adalah berdasarkan fakta-
fakta hukum yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Hakim juga 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
yang ada pada diri Terdakwa, antara lain hal yang memberatkan seperti 
perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah 
merusak masa depan korban, terdakwa berbelit-belit sehingga 
mempersulit persidangan dan hal yang meringankan seperti terdakwa 
belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi 
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A. Latar Belakang 
Bangsa Indonesia yang telah memperoklamasikan dirinya pada 
tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula para founding father sepakat 
mendirikan bangsa yaitu bangsa Indonesia. Dibentuknya pemerintah 
Indonesia dengan harapan melindungi segenap rakyat Indonesia seperti 
tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 
yang menyatakan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara 
Indonesia. Cita-cita demikian dapat dikatakan sebagai upaya perlindungan 
masyarakat (social difence). Pandangan yang lain juga bisa kita lihat dari 
cita-cita bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan social. Dengan demikian, upaya 
pemerintah bukan hanya perlindungan masyarakat (social difence), tetapi 
juga kesejahtraan masyarakat (social walfare). 
Indonesia adalah negara hukum, prinsip negara hukum ialah 
menegakkan supremasi hukum, persamaan kedudukan dihadapan hukum 
dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara.Makna dari Negara hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 
ayat (3) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi 
hukum dalam arti formil dan dalam arti materil/ hukum adat. Pengakuan 
terhadap hukum adat bisa dilihat dalam kebijakan legislatif selama ini, 
antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 Pasal 
18 B ayat (2), yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang. Seharusnya dalam penegakan hukum tidak hanya 
berdasarkan pada apa yang dirumuskan dalam undang-undang saja 
(formil) sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan harus melihat 
hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat (materil) dalam menentukan 
perbuatan-perbuatan yang mana saja yang dapat dihukum. Dengan kata 
lain, bukan hanya sifat melawan hukum formil saja yang dijadikan patokan 
dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, melainkan 
juga sifat melawan hukum materil. Pandangan legalistik banyak 
dipengaruhi oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melihat bahwa perbuatan 
yang dapat dihukum hanyalah perbuatan yang terlebih dahulu diatur 
dalam Undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan kata 
lain, semua perbuatan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam 
Undang-undang bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum. 
Padahal kalau dilihat kebijakan legislatif, memberikan tempat kepada 
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hukum yang hidup/ hukum adat untuk dijadikan landasan dalam 
merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Pasal 28 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2) dan Pasal 5 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menyatakan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Hukum merupakan kaidah-kaidah atau norma yang mengatur 
kehidupan manusia sehari-hari yang mana menjadi acuan dalam 
menentukan eksistensi dan kapasitasnya dalam hidup bermasyarakat 
(Ahmad Kamil, 2004: 17). 
Dewasa ini ada kecendrungan untuk melihat permasalahan hukum 
hanya dengan kacamata sebagaimana menegakkan atau menerapkan 
hukum. Visi demikian tidaklah keliru, tetapi terlalu sempit. Orang 
seyogyanya memandang hukum tidak secara mikro atau secara praktis 
saja, namun harus ditakar dalam kerangka yang lebih luas dalam 
persefektif idealnya antara lain bahasa, tantangan ilmu, dan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Semakin majunya peradaban umat manusia yang ditandai dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin membawa 
kemunculan-kemunculan berbagai bentuk kejahatan yang seakan-akan 
berboncengan dengan pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi. 
Salah satu perbuatan yang melanggar dan dianggap tercela dan 
mengganggu ketertiban hidup masyarakat adalah tindak pidana 
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pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang tindak pidana tersebut 
hampir setiap hari diberitakan di media massa maupun media elektronik 
lainnya. 
Secara yuridis, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang berlaku 
saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan 
kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan “pelanggaran kesusilaan” 
(diatur dalam Bab VI Buku III). Kelompok “kejahatan kesusilaan"  diatur 
dalam Pasal 281-303 KUHP sedangkan kelompok “pelanggaran 
kesusilaan” diatur dalam Pasal 532-547 KUHP. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah 
delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat 
tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak 
pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas 
kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan 
dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Batasan ruang lingkup 
tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidak jelasan  batas 
dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari 
kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang 
berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga 
seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat 
tergantung pada seberapa beragam pandangan masyarakat didalam 
melihat persoalan tersebut (Barda Nawawi Arief, 2008: 251). 
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Roeslan Saleh (Tongat, 2003: 25) mengemukakan bahwa 
pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian 
kesusilaan  dalam bidang sexual, tetapi juga meliputi hal-hal yang 
termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku 
dalam pergaulan masyarakat. Para ahli hukum belum mempunyai 
pandangan yang sama terhadap pengertian dan ruang lingkup dari tindak 
pidana kesusilaan. Walaupun demikian, hal yang harus dipahami bahwa 
isi atau materi dari difenisi para ahli haruslah bersumber dari moral 
agama, dengan kata lain harus mendapat sandaran yang mokok dari 
moral agama. 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak sebagai manusiayang harus dijunjung tinggi. Hak 
anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, yaitu termuat 
dalam Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration on the Rights of dhe child 
1989) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 
1990 tentang Hak-Hak Anak. 
Peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin 
pelaksanaanperlindungan terhadap Hak-hak Anak dan dukungan kepada 
kelembagaan merupakan Suatu hal yang sangat diperlukan dalam 
mendukung pelaksanaan perlindungan hak anak, seperti yang tertuang 
dalam Pasal 1 butir (2)Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, dinyatakan “Perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut 
kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, melainkan kejahatan  
terhadap kesusilaan juga semakin menigkat. Anak-anak sangatlah rawan 
menjadi korban dari kejatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun 
pelaku lanjut usia (Lansia). Salah satu langka antisipasi atas kejahatan 
tersebut dapat memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif 
melalui penegakkan hukum dan dapat diupayakan bahwa pelaku yang 
dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan 
represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak 
akan secara nyata dilindungi. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan 
pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang 
telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan 
pada pelaku tindak pidana terlebih bagi pelaku tindak pidana lanjut usia 
dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. 
Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwanya lanjut 
usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat 
emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-
undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara 
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Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan 
Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa.  
Kasus pada putusan perkara pidana Nomor : 356/ Pid.B/ 2012/ PN. 
Sungguminasa bila dilihat secara Normatif tentunya akan menarik karena 
pelaku yang notabene lanjut usia tentunya akan menjadi pertimbangan 
meringankan bagi Hakim, disisi lain anak sebagai korban akan menjadi 
pertimbangan yang memberatkan. Berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis tertarik menulis masalah ini menjadi Suatu penulisan dalam bentuk 
skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap 
terdakwa Yang Berusia lanjut (Study kasus putusan No. 356/Pid.B/2012/ 
PN. Sungguminasa)”. 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 
permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
terdakwa yang berusia lanjut (study kasus putusan No. 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa)? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa yang berusia lanjut (study kasus putusan No. 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa)? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
terhadap terdakwa yang berusia lanjut (study kasus putusan No. 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa). 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam perkara No. 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa. 
D. Kegunaan Penilitian 
Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa yang 
berusia lanjut. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 
referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis penjatuhan 
pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut. 
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi 
proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 









A. Pengertian pidana 
1. Pengertian pidana 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang 
sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam 
hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
“strafbaar feit” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak 
pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan 
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud 
dengan perkataan “stafbaar feit” tersebut. 
Perkataan “feit”  itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari suatu kenyataan “ atau “een gedeelte van werkelijkheid “, 
sedang “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah 
perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak 
tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 
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sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, 
perbuatan ataupun tindakan. 
Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk 
undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai 
apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan „ strafbaar feit”, 
maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa 
sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar feit” tersebut. 
Menurut Van Hamel (Zainal Abidin Farid, 2007 : 225) menguraikan 
tindak pidana (straafbaar felt) itu sebagai Perbuatan manusia yang 
diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau 
bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan 
schuld te witjen). 
Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten).Pemakaian istilah feit  pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena 
katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan feit itu. Senda dengan 
itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig artinya 
patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah 
delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “strafbaar feit” itu 
telah bisa dipakai.  
Vos (Andi Hamzah, 1994 : 88)  merumuskan delik itu sebagai Suatu 
kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi 
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pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan 
diancam dengan pidana. 
Simons (Leden Marpaung, 2005 : 8) memberikan defenisi lebih 
lanjut mengenai delik dalam arti strafbaar feit sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi 
unsur-unsur, (P.A.F. Lamintang, 1984 : 184) sebagai berikut: 
a. Harus ada perbuatan manusia; 
b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
d. Dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988: 104) 
menyatakan bahwa: 
a. Kelakuan dan akibat; 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
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d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2008 : 10) mengemukakan bahwa : 
Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. suatu tindakan; 
2. suatu akibat dan; 
3. keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan Tongat (2002  : 3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik terdiri atas dua macam yaitu: 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang 
dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
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perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 
263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 
KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan 
sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah perbuatan mengambil; 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat 
mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam 
ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang 
berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang 
adalah akibat yang berupa matinya orang; 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa 
suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang 
adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 
282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" 
adalah di tempat umum. 
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2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) 
yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab); 
b.   Kesalahan (schuld). 
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan 
nilai perbuatannya itu; 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada 
hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 
orangnya. 
(Adami Chazawi, 2005: 82) Dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, 
yaitu: 
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a. unsur tingkah laku; 
b. unsur melawan hukum; 
c. unsur kesalahan; 
d. unsur akibat konstitutif; 
e. unsur keadaan yang menyertai; 
f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. unsur objek hukum tindak pidana; 
j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya 
berupa unsur objektif. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
(Adami Chazawi, 2005: 121-136) Tindak pidana dapat dibeda-
bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut. 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat 
dalam buku III; 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel 
delicten); 
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3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten); 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak 
Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik 
Omisionis); 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedk 
antra tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus; 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus; 
7. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan 
oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya 
oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu); 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 
tindak pidana aduan (klacht delicten); 
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige 
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) 
dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 
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10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatass macamnya bergantung dari kepentingan 
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan 
tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak 
pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 
sebagainya; 
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (samengestelde delicten). 
 
1. Kejahatan dan Pelanggaran 
Disebut dengan rechtsdelicten atau tindak pidana hukum, yang 
artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU 
melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum 
memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum 
dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan 
hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. 
Sebaliknya, wetsdelicten sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada 
setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber 
tercelanya wetsdelicten adalah Undang-Undang. 
Menurut Andi Hamzah (Adami Chazawi, 2005 : 123) dasar 
pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh 
kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran 
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dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. 
Contoh sebagaimna yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 
KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS 
Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang 
masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut 
dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknnya, ada kejahatan 
misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 
293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat 
terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. 
Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, 
yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan 
denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana 
penjara. 
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 
 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan 
tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan 
timbulnya suatau akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelesaian tindak pidana, melaiinkan semata-mata pada perbuatannya. 
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Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian 
digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa 
yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung 
jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang 
menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan 
kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacaok atau 
memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya 
akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. 
Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak 
tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat 
terlarangtersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan 
dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 
korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian 
Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tidak 
pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindk 
pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang rumusannya 
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dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. 
Sementara itu tindak piana culpa (culpose delicten) adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa. 
Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya 
kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), 
maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa 
culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau 
“sepatutnya harus diduga”. 
4. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif 
(Delik Omisionis)  
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut 
perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan 
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat 
aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak 
pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar 
tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Berbeda dengan tindak pidana pasiff, dalam tindak pidana pasif, 
ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang 
dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak 
dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggara kewajiban hukumnya 
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tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat 
disebut juga tindak pidana pengabaian suatau kewajiban hukum. 
Tindak pidana pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tidak murni disebut dengan (delicta commisionis per 
omissionem). 
Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-
mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana 
pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana 
positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak 
pidana yang mengandung suatau akibat terlarang, tetapi dilakukan 
dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-
benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana 
aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak 
berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya 
menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. 
Misalnya seorang ibu tidak mnyusui anaknya agar mati, peruatan ini 
melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. 
5. Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus 
Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga 
denganaflopende delicten. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan 
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mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara 
sempurna. 
Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama 
disebut juga denganvoortderende delicten. Seperti Pasal 333, 
perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, 
dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. 
6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi 
tersebut. 
Walaupun atelah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak 
pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat 
dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan 
masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, 
sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, 
yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi 
(KUHP). 
Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan 
perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu 
berupa peraturan perundang-undangan pidana. 
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7. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria 
Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat 
dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang 
(delictacommunia ) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh 
orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). 
Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. 
Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. 
8. Tindak Pidana Biasa (Gewone Delicten) dan tindak Pidana Aduan 
(Klacht Delicten) 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. 
Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya 
penuntutan pidana  disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.  
9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang 
Diperingan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (eenvoudige 
delicten), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
b. dalam bentuk yang diperberat (gequalificeerde delicten); 
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c. dalam bentuk ringan (gepriviligieerde delicten). 
Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap,artinya semua 
unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP 
tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 
KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, 
Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap 
unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian 
yuridis dan tindak pidana tersebut. 
Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperinga, 
tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu,melainkan sekedar 
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokonya, 
kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan 
atau meringankan secara tegas dalam rumusan. 
10. Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam 
KUHP didasarkam pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan 
kepentingn hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya 
dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan 
Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab 
I). 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas 
jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan 
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dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan 
hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tidak pidana 
diluar kodifikasi. 
11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai 
Tindak pidaa tunggal (enkelvoudige delicten) adalh tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali 
perbutan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa 
tindak pdana tunggal. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat, disyaratkan 
dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang 
Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, 
menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang 
yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebasaan 
disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan. 
4. Teori-teori Pemidanaan 
Pada umumnya teori pemidanaan tidak dirumuskan dalam 
perundang-undangan, oleh karena itu para sarjana menyebutnya dengan 
teori yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat 
terbesar dengan djatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah 
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pencegahan dilakukannya oleh pembuat (preveni khusus) maupun 
penceghn yang sangat mungkin (potential offender) melakukan tindak 
pidana tersebut (prevensi umum). 
Tujuan pengenaan pidana di dalam KUHP peninggalan colonial 
Belanda yang berlaku selama ini memang tidak dirumuskan secara 
eksplisit, namun demikian rancangan KUHP tahun 2012 telah 
merumuskan secara eksplisit tujuan peminadaan yang terdapat dalam 
Pasal 52 yaitu: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembnaan 
sehingga menjadikannya yang baik dan berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memuihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP sendiri menyebutkan 
bahwa pemidanaan bertujuan semata-mata untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. Tujuan pidana yang 
diharapkan ialah untuk mencegah terjadinya suatu kejahatn berikutnya, 
untuk perbikan terhdp diri si penjahat, menjamin ketertiban umum dan 
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berusaha menakuti calon penjahat agar tidak melakukan kejahatan (Barda 
Nawawi Arief, 1996: 60)  
Karena tujuannya bersifat integrative, maka perangkat tujuan 
pemidanaan adalah : 
a. Pencegahan umum dan khusus; 
b. Perlindungan masyarakat; 
c. Memelihara solidaritas masyarakat; dan 
d. Pengimbalan/pengimbangan. 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapt dikelompokkan ke dalam tiga golongan 
besar, yaitu sebagi berikut 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)  
(Adami Chazawi, 2005: 157-161) Dasar pijakan dari teori ini adalah 
pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa 
pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena 
penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak 
dan kepentingn hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah 
dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikn pidana yang setimpal dengn 
perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu: 
1. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
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2. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam; 
3. dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar 
kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada 
umumnya. 
Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang 
adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan 
Adanya pandanga dari susut keagamaan bahwa hukum adalah 
suatu aturan yang bersumber pad atursn Tuhan yang diturunkan melalui 
Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. 
2. Pandangan dari Sudut Etika 
Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant. Pandanga Kant 
menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejhatan itu haruslah diikuti oleh 
suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut 
oleh keadilan ets merupakan syarat etika. Pemerintahan negara 
mempunyai hak untuk menjatuhkan dan mejalanan pidana dalam rangka 
memenuhi keharusan yag dituntut oleh etika tersebut. 
3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika 
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Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel ini dikenal dengan teori 
dialektikanya dalam segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar 
pemikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagi reaksi dari 
setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan 
(sebagai these). Jika seseorang melakukan keahatan atau penyerangan 
terhadap keadilan, berartia ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti 
these).  
4. Pandangan Aesthetica dari Herbart 
Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangal pada 
pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan 
rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat 
dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan 
penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. 
5. pandangan dari Heymans 
Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut 
heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa “setiap niat 
yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan 
kepuasan, tetapi niat yang bertentngan dengan kesusilaan tidak perlu 
diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang 
adil. Menurut Leo Polak (Adami Chazawi 2005 : 161) pandangan heymans 
ini tidak bersifat membalas pada apa yag telah terjadi, tetapi penderitaan 
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itu lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukan suatu teori 
pembalasan sepenuhnya. 
6. Pandangan dari Kranenburg 
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia 
mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan 
keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota 
masyarakat mempuyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.  
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, 
yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventie), dan 
2. Pencegahan khusus (special preventive). 
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Diantara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang 
bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang paling lama dianut orang. 
Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada 
penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat 
kejahatan. Sedangkan teori pencegahan khusus ini lebih maju jika 
dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tjuan 
pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak 
mengulang lagi melakukuan kejahatan, dan mencegah agar orang yang 
telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk 
perbuatan nyata (Adami Chazawi,2005: 161-165) 
c. Teori gabungan (vernegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.  
Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hamel, dan Van Hamel. 
Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut (P.A.F Lamintang, 1988 
: 47) : 
a. Hal penting dalam pidana adalah meberantas kejahatan sebagai 
suatu gejala mayarakat; 
b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus 
bertujuan memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis; 
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c. Pidana ialah satu dari yang paling efektif yang dapat digunakan 
pemerintah untuk memberantas kejahatan. 
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, 
yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 166) 
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu 
dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat; 
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
1. Teori Gabungan yang Pertama  
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 
ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain 
adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk 
mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat 
diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat 
pemabalasan itu dpat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan 
tata tertib (hukum) masyarakat. 
2. Teori Gabungan yang Kedua 
Menurut simons (Adami Chazawi, 2005 : 167) dasar primer pidana 
adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah pencegahan 
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khusus. Pidana terutama ditujukn pada pencegahan umum yang terletak 
pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak 
cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka 
barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-
nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdaya penjahat. 
Menurut Vos (Adami Chazawi 2005 : 168) yang berpandangan 
bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada 
pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga 
pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus 
yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya 
untuk menakut-nakuti. 
Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyrakat 
memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh 
karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang 
beratnya pidana, ada perslisihan paham, tetapi mengenai faedah atau 
perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. 
5. Pemidanaan 
Menurut Sudarto (P.A.F. Lamintang, 1997 : 49), pemidanaan 
adalah sinonim dari kata penghukuman, yang berarti Penghukuman 
berasal dari kata dasar hukum,sehingga dapat diartikan sebagai 
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). 
Menetakan hukum untuk suatu peristiwa itu tidk hanya menyangkut 
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bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Pemidanaan 
dalam bidang pidana, yang kerapkali berakronim dengan pemberian 
pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini 
mempunyai makna sama dengan sentence atau veroorrdeling. 
Berdasarkan definisi tersebut, menyatakan bahwa pemidanaan itu 
sendiri bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana 
saja akan tetapi dri segi hukum perdata juga. Hal tersebut tergantung dari 
pokok permasalahan yang dibahas, yang mana jika membahas mengenai 
masalah pidana maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman 
dalam arti pidana. 
Sudarto (Djoko Prakso, 1988 : 22), mengemukakan mengenai 
pemidanaan (pemberian pidana) yaitu pemberian pidana dalam arti umum 
itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-undang karena azas 
legalitas, yang berasal dari zaman Aufkalarung yang singkatnya berbunyi: 
nullum crimen, nulla poena, sine priavialege (poenaili). Jadi untuk 
mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-undang (pidana) 
terlebih dahulu. Petunjuk Undang-undanglah yang menetapkan peratutan 
tentang pidananya, idak hanya menyangkut crimen atau delictumnya, 
ialah perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. 
Dilihat dari pendapat tersebut makadapat disimpulkan bahwa 
pemidanaan atau pemberian pidana, tidak hnya menyangkut pemberian 
pidana saja dan jika menyangkut perbuatan pidana hal tersebut dalam hal 
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penerapan pemidanaan (pemerian pidana) haruslah berdasarkan petunjuk 
Undang-undang yang telah ada sebelumnya. 
Adanya pemidanaan maka tibalah proses pemasyarakatan, yang 
dimana pemasyarakatan adalah tujuan dai pada penjara (pemidanaan). 
Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses pemulihan (menjadi 
normal seperti masyarakat) narapidana agar dapat diterima kembali 
kedalam masyarakat sebagai individu yang baik dan berguna bagi 
lingkungannya. 
P.A.F. Lamintang (1984 : 23), mengatakan bahwa terdapat tiga 
pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan ini, 
yaitu: 
1. Untuk memperbaki pribadi dari penjahatnya; 
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan suatu 
kejahatan; 
3. Untuk membuat penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan 
kejahatan lainnya, yakni penjahat dengan cara lain sudah tidak 
dapat diperbaiki lagi. 
Lebih lanjut menurut Bada Nawawi Araief apabila pengertian sistem 
pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau 
penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem 
pemidanaan itu mencakup pengertian: 
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1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan; 
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana; 
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisati pidana; 
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur 
bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau mengatur bagaimana 
hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret 
sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Barda Nawawi Arief: 1996). 
 
B. Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Pengertian Pesetubuhan 
 Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai 
pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau 
interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut 
dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang 
berada  dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. 
Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan 
seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat 
pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada  anak. 
Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk 
pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang 
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diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan 
Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan 
adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan 
seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.  Bersetubuh 
berarti persentuhan dalam kemaluan si laki-laki dan perempuan yang 
pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan 
2. Sanksi bagi pelaku persetubuhan menurut UU No.23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak 
Dalam hal ini persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan 
oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini 
adalah anak dibawah umur , diatur dalam pasal 81 yang isinya sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah); 
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
 Hal yang maju dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) 
kualifikasi “orang yang dengan sengaja melak ukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain” disamakan dengan “orang yang 
 38 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan. Dengan demikian menurut UU 
No.23 Tahun 2002, apabila korban adalah anak di bawah umur maka 
persetubuhan yang dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk sama dengan persetubuhan dengan 
pemaksaan. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan  
 Dari pasal 81ayat (1) sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima  belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah); 
 Dari pengertian tersebut dapat kita lihat unsur-unsur dari 
persetubuhan yaitu : 
-  Unsur Setiap Orang. 
 Yang dimaksud dengan „barang siapa‟ adalah siapapun juga yang 
menjadi subjek hukum dan mampu bertanggun jawab secara hukum 
dalam hal ini pelaku tindak pidana 
-  Unsur Yang Dengan Sengaja, Melakukan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan dan  Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan 
Denganya atau Orang Lain. 
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 Dengan sengaja yang artinya dalam keadaan sadar, melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan berarti menggunakan kekuatan 
badan/ tubuh atau dengan menggunakan perkataan/lisan mengancam,    
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya berarti di luar 
kehendak korban dan bersetubuh berarti persentuhan dalam kemaluan si 
laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan 
kehamilan. 
C. Pengertian Terdakwa 
KUHAP membedakan tentang pengertian istilah ”tersangka” dan 
”terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab 
Itentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang 
menentukan bahwa tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana. 
Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, 
cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. 
Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah 
seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan. 
Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah 
serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut 
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penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk 
dilimpahkan ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP). 
Sesuai dengan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana 
yang tersebut dalam pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat 
diketahui bahwa sorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang 
tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi 
terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. 
Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut 
umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 
7 juncto 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka 
berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan Penuntut Umum. 
 
D. Pengertian Manusia Usia Lanjut 
Manusia usia lanjut (Manula) atau lanjut Usia (Lansia) merupakan 
populasi yang berumur 60 tahun atau lebih sehingga golongan ini perlu 
mendapat perhatian atau pengelompokan tersendiri. Secara kronologis 
(Umur) manusia dapat digolongkan dalam berbagai masa, yakni masa 
anak, remaja, dan dewasa. Masa dewasa dapat dibagi atas dewasa muda 
(18-30 tahun), dewada setengah baya (30-60) tahun, dan masa usia lanjut 
(lebih 60 tahun) (Bustan, 1997: 111). 
Proses manusia didalam perjalanan hidup manusia merupakan 
Suatu hal yang wajar akan dialami manusia orang yang dikaruniai umur 
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panjang. Hanya lambat secepatnya proses tergantung pada masing-
masing individu yang bersangkutan; 
Secara individu pengaruh proses manusia dapat menimbulkan 
berbagai masalah baik secara fisik-biologik, mental, maupun social 
ekonomis. Dengan lanjut usia seseorang, mereka akan mengalami 
kemunduran terutama dibidang kemampuan fisik yang dapat 
mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini 
mengakibatkan pula timbulnya gangguan didalam hal mencukupi 
kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan 
yang memerlukan bantuan orang lain. 
Mengenai kapan orang disebut berusia lanjut, sulit dijawab secara 
memuaskan. Dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat mengenai 
batasan umur sebagai berikut : 
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 
tentang kesejahtraan lanjut dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang 
yang mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. 
Menurut Sudarto bahwa kategori orang berusia lanjut ialah orang 
yang berumur 60 (enam puluh) tahun lebih (Sudarto, 1983: 89). 
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lanjut usia meliputi : 
1) Usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia45-59 tahun; 
2) Lanjut usia (elderly), kelompok manusia antara 60-70 tahun; 
3) Lanjut usia tua (old) ialah kelompok usia antara 75-90 tahun; 
4) Usia sangat tua (very old), ialah usia diatas 90 tahun; 
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Sumiati Ahmad Mohammad membagi perlodisasi biologis 
perkembagnan manusia sebagai berikut : 
a) 0-1 tahun  = masa bayi 
b) 1-16 tahun  = masa pra sekolah 
c) 6-10 tahun  = masa sekolah 
d) 10-20 tahun  = masa pubersitas 
e) 40-65 tahun  = masa setengah umur 
f) 65 tahun keatas = masa lanjut usia 
Menurut Jos Masdani bahwa lanjut usia merupakan kelanjutan dari 
usia dewasa. Kedewasan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu : 
1) Pertama, antara 25 dan 40 tahun (fase iuventus) 
2) Kedua, antara 40 dan 50 tahun (fase verlitas) 
3) Ketiga, antara 55 dan 65 tahun (pra senlum) 
4) Keempat, antara 65 hingga tutup usia (fase senlum) 
Kalau dilihat pembagian umur dari beberapa ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa yang disebut usia lanjut ialah orang yang telah 
berumur 60 tahun keatas. 
 
E. Pengertian Dan Batasan Usia Anak 
Dicantumkannya pengertian dan batasan usia anak dalam 
tulisan ilmiah ini, karena anak merupakan korban dari tindak pidana 
pecabulan yang dilakukan oleh manusia lanjut usia (lansia). Untuk 
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itu maka akan dibahas pengertian dan batasan usia anak yang 
tercantum dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 
1997, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 
dan KUHP. 
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
Sebelum melihat mengenai batas usia pertanggungjawaban 
anak, terlebih dahulu perlu diketahui arti dan batasan tentang 
anak dalam UU Nomor 3 tahun 1997 ini. Dalam Pasal 1 butir 1 
disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya pada 
Pasal 1 butir 2 tercantum sebagai berikut : 
Anak Nakal adalah :  
a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Mengenai batas usia pertanggunganjawab anak dalam 
Undang-undang Peradilan Anak Pasal 4 menyebutkan : 
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1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak 
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang 
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas 
umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. 
Apabila dalam hal anak belum mencapai usia 8 tahun 
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap 
anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik (Pasal 
5 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997). Apabila 
menurut basil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh 
orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan 
kembali anak tersebut kepada orang tua , wali, atau orang tua 
asuhnya. Sedangkan, jika anak tidak dapat dibina lagi oleh orang 
tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka Penyidik 
menyerahkan kepada Departemen Sosial setelah 
mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
Penetapan batas usia pertanggungjawaban anak dalam UU 
Nomor 3 tahun 1997, tidak terlalu rendah dari yang disarankan 
oleh The Beijing Rules serta Konvensi Hak Anak 1989. 
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Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1  UU Nomor 3 tahun 
1997, dinyatakan bahwa sesuai dengan asas praduga tak 
bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses 
peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas 
umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke 
Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, 
dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 
(delapan) tahun dianggap belum dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang dikeluarkan 
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan anak terhadap 
hak-hak yang dimilikinya, termasuk salah satunya melindungi 
anak dari konflik bersenjata, anak korban eksploitasi seksual, 
serta diskriminasi anak. Upaya perlindungan anak dilakukan 
sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai 
anak berusia 18 (delapan belas ) tahun.  
Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak 
berdasarkan asas-asas sebagai berikut :  
a) Non diskriminasi; 
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b) Kepentingan yang terbaik untuk anak; 
c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; 
d) Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Asas perlindungan anak serta hak anak yang diatur dalam 
Undang-undang ini sesuai dengan asas perlindungan anak dan hak 
anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. 
Dalam meaakukan pembinaan, pengembangan dan 
perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui 
lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga 
swadaya masyarakat, organisasi kemasyrakatan, organisasi sosial, 
dunia usaha, media massa Serta lembaga pendidikan.  
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Dalam KUHP tidak memasukkan tentang arti anak, batasan 
usia anak.Hal ini karena oleh pembuat KUHP dipandang sebagai 
masalah perdata. Pasal 45 KUHP hanya mengatur tentang 
kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau putusan 
terhadap anak. Pasal 45 KUHP berisi anak yang melakukan tindak 
pidana, walaupun berumur di bawah 16 tahun, kepadanya tetap 
dapat dikenai pidana. Hanya saja pidana yang dijatuhkan 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
sesuai dengan kasus Putusan No. 356/Pid.B/2012/PN.Sungg 
maka penulis akan melakukan penelitian tepatnya di daerah kota 
Sungguminasa, tepatnya di pengadilan Negeri  Sungguminasa dan 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa sebagai institusi yang 
melaksanakan putusan pengadilan dan juga sebagai pengawas 
terhadap terdakwa dalam menjalankan putusan pidananya. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah  data 
kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan. 
Adapun sumber data yang digunakan ialah: 
1. Data Primer 
Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara 
 langsung melalui penelitian lapangan dang melalui wawancara 
 langsung dengan pihak terkait tetang permasalahan skripsi ini. 
2. Data  Sekunder 
yaitu data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-
 undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan 
 dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan 
 dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pemgupulan data dalam penulisan skripsi ini ialah 
sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview) 
yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak 
terkait ataupun yang menangani masalah yang  berkaitan 
dengan delik ini antara lain jaksa di Kejaksaan Negeri 
Sungguminasa yang melakukan penuntutan, Hakim di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memutus perkara ini, 
serta para pihak yang memiliki andil dalam delik ini. 
2. Studi dokumentasi 
yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
peneliti mengumpulkan data-data sekunder yang ada di 
kejaksaan dan pegadilan negeri yang bersangkutan, dari 
perundang-undangan, tulisan atau arsip serta bahan lain yang 
berhubungan  dan menunjang dalam penulisan ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut 
diolah dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 
penulisan atau penelitian ini.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Terdakwa yang 
Berusia Lanjut. 
Perlindungan pada anak dapat mewujudkan dalam berbagai 
bentuk, yakni: melalui pemberian hak-hak terhadap anak  yang dapat 
dikaitkan dalam hukum,  seperti perlindungan atas kesejahteraan, 
pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan 
perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dibidang kesusilaan, anak-
anak dan kaum perempuan menjadi obyek pelecehan. Salah satu 
langkah antisipasi atas kejahatan tersebut adalah dengan 
mengfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dalam 
menanggulangi kejahatan dibidang kesusilaan baik secara preemtif, 
preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum 
hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. 
Kejahatan terhadap kesusilaan selalu menimbulkan kesulitan-
kesulitan terutama pada aparat penegak hukum baik pada tahap 
penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan khususnya 
karena kesulitan pembuktian. Terlebih lagi jika korbannya adalah anak 
yang belum mengerti tentang kesusilaan. Berikut ini penulis akan 
menguraikan hasil penelitian penulis terhadap tindak pidana 
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persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut 
terhadap seorang anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. Adapun ringkasan posisi kasus pemerkosaan 
anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa  SAIMUNG USMAN BIN COLLI, sudah berusaha 
sebanyak empat kali menyetubuhi saksi  ROHAYA BINTI SWANDY 
DG.BELLA namun tidak berhasil,dimana yang pertama pada hari dan 
tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 23.00 Wita 
Korban sementara tidur didalam kamar dan secara tiba-tiba Korban 
terbangun karena merasa celananya ada yang buka dan ketika Korban  
bangun langsung melihat terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang 
mau membuka celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban  
sudah dibuka oleh terdakwa dan Korban  langsung menendang 
terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban  
memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh terdakwa 
sambil berkata “jangan bilang kalau bilang-bilangko saksi korban 
bunuhko” dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi korban, 
Kedua kalinya pada hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 
2011 sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi menggunakan 
sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba Terdakwa masuk 
kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang lalu membaringkan 
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korban ditempat tidur dan langsung membuka sarung korban sehingga 
korban telanjang bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan 
membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin 
(Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun terdakwa 
tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat 
mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin 
(vagina) korban. Ketiga pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Juli 
2011 sekitar jam 13.00 Wita  korban sementara ganti baju dan 
terdakwa pun datang lagi memeluk dari belakang dan langsung 
membuka celana dalam korban dan dibaringkan ditempat tidur dan 
terdakwa langsung naik diatas korban berusaha mengarahkan alat 
kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun 
terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat 
mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin 
(vagina) korban. Keempat kalinya pada saat korban sementara tidur 
siang terdakwa kembali masuk kekamar dan  membuka celana dalam 
korban dan langsung naik diatas korban  dan membuka sarung 
terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa 
kealat kelamin  (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi 
memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih 
(sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. Kelima kalinya 
pada hari dan tanggal korban jam 13.30 Wita saat korban tidur siang 
dikursi ruang tamu tiba-tiba terdakwa datang dan membuka celana 
 52 
pendek korban lalu membuka celana dalam korban dan selanjutnya 
membuka sarung terdakwa lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin 
(Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban dan terdakwa pun 
menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang berhasil 
dimasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) korban dan 
mengeluarkan cairan putih (sperma) yang masuk kedalam alat kelamin 
(vagina) korban, korban pun langsung menangis karena merasa 
kesakitan, namun korban takut melawan dan berteriak karena telah 
diancam akan dibunuh oleh terdakwa dan perbuatan menyetubuhi 
korban diulangi lagi oleh beberapa kali sampai dengan Mei 2012 
sehingga akhirnya mengakibatkan korban hamil. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam 
kasus tersebut disusun secara alternatif yakni: 
a. Dakwaan Kesatu 
Bahwa ia terdakwa  SAIMUNG USMAN BIN COLLI, pada 
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 
2011 sampai dengan bulan Mei 2012, bertempat di Timpoppo 
Kel. Mata Allo Kec.Bajeng.  Kab. Gowa atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa, anak ROHAYA BINTI SWANDY 
DG.BELLA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai 
copy Kutipan Akta Kelahiran No. 154/ISTCS/2010) untuk 
melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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- Bahwa terdakwa sudah berusaha sebanyak empat kali 
menyetubuhi saksi  ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA 
namun tidak berhasil,dimana yang pertama pada hari dan 
tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 
23.00 Wita Korban sementara tidur didalam kamar dan secara 
tiba-tiba Korban terbangun karena merasa celananya ada 
yang buka dan ketika Korban  bangun langsung melihat 
terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang mau membuka 
celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban  sudah 
dibuka oleh terdakwa dan Korban  langsung menendang 
terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban  
memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh 
terdakwa sambil berkata “jangan bilang kalau bilang-bilangko 
saksi bunuhko” dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi 
korban,Kedua kalinya pada hari dan tanggal saksi lupa pada 
bulan Juli 2011 sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi 
menggunakan sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba 
Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari 
belakang lalu membaringkan korban ditempat tidur dan 
langsung membuka sarung korban sehingga korban telanjang 
bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan membuka 
sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin 
(Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun 
terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa 
sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai 
alat kelamin (vagina) korban.Ketiga pada hari dan tanggal 
saksi lupa dibulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita  korban 
sementara ganti baju dan terdakwa pun datang lagi memeluk 
dari belakang dan langsung membuka celana dalam korban 
dan dibaringkan ditempat tidur dan terdakwa langsung naik 
diatas korban berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) 
terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun terdakwa 
tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat 
mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat 
kelamin (vagina) korban.Keempat kalinya pada saat korban 
sementara tidur siang terdakwa kembali masuk kekamar dan  
membuka celana dalam korban dan langsung naik diatas 
korban  dan membuka sarung terdakwa dan berusaha 
mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin  
(Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi 
memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan 
putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) 
korban.Kelima kalinya pada hari dan tanggal korban jam 
13.30 Wita saat korban tidur siang dikursi ruang tamu tiba-tiba 
terdakwa datang dan membuka celana pendek korban lalu 
membuka celana dalam korban dan selanjutnya membuka 
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sarung terdakwa lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin 
(Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban dan 
terdakwa pun menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang  
berhasil dimasukkannya kedalam alat kelamin(vagina) korban  
dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang masuk kedalam  
alat kelamin (vagina) korban,korban pun langsung menangis 
karena merasa kesakitan,namun korban takut melawan dan 
berteriak karena telah diancam akan dibunuh oleh terdakwa 
dan perbuatan menyetubuhi korban diulangi lagi oleh 
beberapa kali sampai dengan Mei 2012 sehingga akhirnya 
mengakibatkan korban hamil. 
Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum 
dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar Nomor : 
VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda 
tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp.OG, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap ROHAYA BINTI SWANDY 
DG.BELLA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut sebagai 
berikut : 
Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, 
jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas,pemeriksaan 
kehamilan positif.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 81 ayat  (1)  UU No.23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP. 
 
b. Dakwaan Kedua 
Bahwa ia terdakwa  SAIMUNG USMAN BIN COLLI, pada 
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 
2011 sampai dengan bulan Mei 2012, bertempat di Timpoppo 
Kel.Mata Allo Kec.Bajeng.  Kab. Gowa atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan meskipun 
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ROHAYA BINTI 
SWANDY DG.BELLA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 
(sesuai copy Kutipan Akta Kelahiran No. 154 / ISTCS / 2010) 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
dengannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa terdakwa sudah berusaha sebanyak empat kali 
menyetubuhi saksi  ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA 
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namun tidak berhasil,dimana yang pertama pada hari dan 
tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 
23.00 Wita Korban sementara tidur didalam kamar dan secara 
tiba-tiba Korban terbangun karena merasa celananya ada 
yang buka dan ketika Korban  bangun langsung melihat 
terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang mau membuka 
celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban  sudah 
dibuka oleh terdakwa dan Korban  langsung menendang 
terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban  
memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh 
terdakwa sambil berkata “jangan bilang kalau bilang-bilangko 
saksi bunuhko” dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi 
korban,Kedua kalinya pada hari dan tanggal saksi lupa pada 
bulan JUli 2011 sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi 
menggunakan sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba 
Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari 
belakang lalu membaringkan korban ditempat tidur dan 
langsung membuka sarung korban sehingga korban telanjang 
bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan membuka 
sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin 
(Penis) terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun 
terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa 
sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai 
alat kelamin (vagina) korban.Ketiga pada hari dan tanggal 
saksi lupa dibulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita  korban 
sementara ganti baju dan terdakwa pun datang lagi memeluk 
dari belakang dan langsung membuka celana dalam korban 
dan dibaringkan ditempat tidur dan terdakwa langsung naik 
diatas korban berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) 
terdakwa kealat kelamin  (Vagina) korban namun terdakwa 
tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat 
mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat 
kelamin (vagina) korban.Keempat kalinya pada saat korban 
sementara tidur siang terdakwa kembali masuk kekamar dan  
membuka celana dalam korban dan langsung naik diatas 
korban  dan membuka sarung terdakwa dan berusaha 
mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin  
(Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi 
memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan 
putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. 
Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum 
dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar Nomor: 
VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda 
tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp.OG, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap ROHAYA BINTI SWANDY 
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DG.BELLA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut sebagai 
berikut : 
Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 
tiga,jam tujuh,jam sembilan dan jam sebelas,pemeriksaan 
kehamilan positif. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP. 
 
3. Uraian Terbuktinya Setiap Unsur Delik 
Dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu 
akan dipertimbangkan dakwaan primair dan apabila tidak terbukti 
maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila 
dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu 
dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, yaitu 
melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak  jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Setiap orang ; 
2. Dengan Sengaja ; 
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ; 
4. Memaksa anak ; 
5. Melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain ; 
6. Perbuatan berlanjut. 
 
1.  Unsur setiap orang  
Dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
Tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang 
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adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik 
peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai 
suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. 
 Terdakwa  di persidangan pada pokoknya telah menerangkan 
bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut 
Umum adalah benar diri Terdakwa  SAIMUNG USMAN BIN COLLI, 
demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah 
menerangkan, bahwa yang dimaksud adalah benar diri Terdakwa  yang 
saat ini dihadapkan dan diperiksa  di persidangan  umum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang 
dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, 
berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi 
dan dapat dibuktikan menurut hukum. 
2. Unsur dengan sengaja  
Yang dimaksud “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan 
perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan 
akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat 
dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari 
sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. 
Bedasarkan keterangan saksi korban ROHAYA waktu habis 
nonton saksi korban ROHAYA masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian 
terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban 
ROHAYA dan membuka baju saksi korban ROHAYA, tapi saksi korban 
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ROHAYA berontak, kemudian terdakwa memaksa saksi korban ROHAYA 
dan saksi korban ROHAYA terus  memberontak dan terdakwa tidak jadi 
menyetubuhi saksi korban ROHAYA dan kembali ke tempat tidurnya dan 
pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan 
terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban ROHAYA dan 
kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA dan alat kelamin 
terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban ROHAYA dan 
mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian 
yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan 
mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi korban. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan dapat 
dibuktikan menurut hukum. 
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang 
bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk 
menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu 
sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur 
tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini. Yang dimaksud 
dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan 
oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan 
menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku. Selain itu perlulah 
dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau 
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ancaman kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau 
daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. 
Sebelumnya saksi korban ROHAYA tidak menceritakan kepada 
orang lain karena saksi korban ROHAYA selalu diancam ingin dibunuh 
oleh terdakwa, saksi memberitahukan setelah ada gossip dari tetangga 
karena perut saksi korban ROHAYA mulai membesar dan saksi 
menceritakan kepada saksi RAHMI DG MAMMENG dan saksi SUBAEDA 
DG JIME dan setelah di tes pek, saksi korban ROHAYA positif hamil dan 
saksi melaporkan kejadian ini, dengan demikian Majelis Hakim 
berpendirian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
4. Unsur memaksa anak 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa  
bahwa saksi korban ROHAYA berumur 15 tahun dan juga berdasarkan 
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/IST/CS/2010 tanggal 20 Januari 2010 
yang ditandatangani oleh Ir. H. SUWANDI, M.Si selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa, pada saat kejadian saksi 
korban berumur 15 tahun. 
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Berdasarkan keterangan saksi korban ROHAYA, terdakwa 
memaksa saksi korban ROHAYA dan saksi korban ROHAYA terus  
memberontak dan terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban ROHAYA 
dan kembali ke tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk 
ke kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi 
korban ROHAYA dan kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA 
dan alat kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban 
ROHAYA dan mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, 
saat kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi 
korban dan mengeluarkan cairan ke kelamin saksi korban. 
Hal ini telah dibuktikan  berdasarkan alat bukti surat berupa Visum 
Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar 
Nomor: VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda 
tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp.OG, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA, dengan 
kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada 
selaput dara arah jam tiga,jam tujuh,jam sembilan dan jam 
sebelas,pemeriksaan kehamilan positif, dengan demikian Majelis Hakim 
berpendirian unsur “memaksa anak” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
5. Unsur melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain; 
Menurut R. Soesilo (1995: 209) dalam bukunya “KUHP serta 
komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal “serta pengertian 
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pesetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan 
perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota 
laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehinga 
mengeluarkan air mani. 
Berdasarkan keterangan saksi korban ROHAYA waktu habis 
nonton saksi korban ROHAYA masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian 
terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban 
ROHAYA dan membuka baju saksi korban ROHAYA, tapi saksi korban 
ROHAYA berontak, kemudian terdakwa memaksa saksi korban ROHAYA 
dan saksi korban ROHAYA terus  memberontak dan terdakwa tidak jadi 
menyetubuhi saksi korban ROHAYA dan kembali ke tempat tidurnya dan 
pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan 
terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban ROHAYA dan 
kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA dan alat kelamin 
terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban ROHAYA dan 
mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian 
yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan 
mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi korban, dengan demikian 
Majelis Hakim berpendirian unsur “Melakukan persetubuh dengannya atau 





6. Unsur perbuatan berlanjut 
Perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam unsur pasal ini 
perbuatan pidana yang dilakukan melanggar satu ketentuan pidana dan 
dilakukan terus menerus. Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa 
dan alat bukti surat Visum Et Repertum menyatakan bahwa terdakwa 
menyetubuhi korban ROHAYA berulang kali dan menyebabkan saksi 
korban ROHAYA hamil dan melahirkan anak dari terdakwa, dengan 
demikian Majelis Hakim berpendirian unsur “Unsur perbuatan berlanjut” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam prakteknya, dengan 
adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan 
barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa 
maka secara sah dan meyakinkan  terdakwa-terdakwa telah terbukti 
melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Dengan Ancaman 
Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya 
Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sesuai dengan yang didakwakan 
kepada Terdakwa dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu Pasal 
81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 
KUHPidana, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah 
dalam dakwaan PRIMAIR, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu 
dipertimbangkan lebih lanjut. 
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4. Amar Putusan 
Dalam Perkara Nomor 356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa Hakim 
memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana ”DENGAN SENGAJA DAN DENGAN ANCAMAN 
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN 
PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA 
BERLANJUT”; 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap  terdakwa tersebut di 
atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 
denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink , 
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cream , 
- 1 (satu) lembar BH warna cream, 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream bis orange, 
dikembaikan kepada saksi korban yaitu ROHAYA Binti 
SWANDY Dg BELLA  
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Komentar Penulis 
Menurut penulis dalam kasus ini terdakwa telah melakukan 
tindak pidana yang sangat tercela dan menarik perhatian masyarakat, 
karena terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI yang telah berusia lanjut 
ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
”Dengan Sengaja Dan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak 
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Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut” 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo 
Pasal 64 KUHPidana. Berdasarkan pembuktian mengenai unsur-unsur 
yang didakwakan dan fakta-fakta  yang terungkap  di  dalam persidangan  
yang diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan 
keterangan terdakwa-terdakwa maka para terdakwa dinyatakan bersalah 
dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila 
dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu (Tongat, 2002: 5): 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan 
nilai perbuatannya itu; 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang. 
Oleh sebab itu, terdakwa harus dihukum sesuai dengan 
perbuatan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Selain itu, biaya yang timbul dalam perkara ini 
dibebankan kepadanya  agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu 
perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan 
rehabilitasi pelaku. Secara formil, penjatuhan pidana didasarkan pada 
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terbuktinya perbuatan (Criminal Act) dan dapat 
dipertanggungjawabkannya pelaku pidana (Criminal Responsibility),  
Sedangkan secara materiil adalah terkait dengan batasan ancaman 
pidana, keseriusan perbuatan (ringan, sedang atau berat) dan 
keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan 
dalam diri pelaku tindak pidana (Hasil wawancara dengan Hakim 
Muhammad Sholeh pada tanggal 13 Maret 2014). Menurut Djulita 
Tandi Massora selaku Hakim Ketua Majelis dalam putusan nomor 
356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa, dampak dari perbuatan terdakwa 
tergolong berat, karena tindak pidana persetubuhan yang dilakukan 
oleh terdakwa yang berusia lanjut tersebut dilakukan kepada anak-
anak secara berlanjut sehingga membuat korban ROHAYA hamil dan 
melahirkan yang tentunya hal ini menimbulkan traumatik 
berkepanjangan bagi korban yang masih berusia anak-anak. Ditambah 
lagi dengan ketidaksiapan korban ROHAYA untuk membesarkan anak 
hasil perbuatan terdakwa, baik secara mental maupun materi sehingga 
menurut penulis sudah tepat jika terdakwa SAIMUNG USMAN BIN 
COLLI dijatuhi hukuman yang berat yaitu dengan pidana penjara selama 
13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dibayar, 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan walaupun 
sebenarnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan 
hukuman maksimal yang tertera dalam KUHP yaitu pidana penjara selama 
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15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- akan tetapi 
menurut penulis sudah tepat karena telah mempertimbangkan usia 
terdakwa yang telah berusia lanjut tepatnya berumur 70 tahun dan hanya 
bekerja sebagai tukang kayu (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2014). 
Secara umum tidak ada perbedaan penerapan hukum terhadap 
orang berusia lanjut yang melakukan suatu tindak pidana, termasuk tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak. Hanya saja secara psikologis dapat 
menimbulkan gejala dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh 
Hakim dan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus tersebut 
(Hasil wawancara dengan Hakim Muhammad Sholeh pada tanggal 13 
Maret 2014). 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa Yang Berusia Lanjut 
Setiap keputusan yang telah diambil oleh hakim tentunya harus 
melalui suatu proses pertimbangan yang cukup matang, baik dari 
sudut hukum formil maupun dari sudut hukum materiilnya. Untuk itu 
sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) 
dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan 
memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta 
menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya 
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memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan.  
Pertimbangan majelis hakim pengadilan Negeri Sungguminasa 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar 
keterangan empat (4) orang saksi setelah mereka disumpah terlebih 
dahulu sesuai ajaran agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut  
yakni saksi korban Rohaya Binti Swandy Dg Bella, Saharia Dg So‟Na, 
Rahmi Dg Mammeng, Dan Subaeda Dg Jime, keterangan terdakwa, 
barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum 
sebagai berikut: 
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal saksi korban 
tidak ingat lagi pada bulan Juli 2011 dan berlanjut sampai dengan 
hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Mei 2012 bertempat 
di rumah saksi ; 
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah karena diangkat sebagai tukang 
lemari oleh ayah saksi ; 
- Bahwa pertama kejadiannya waktu habis nonton saksi korban 
masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian terdakwa masuk ke 
kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban dan membuka 
baju saksi korban tapi saksi korban berontak, kemudian terdakwa 
memaksa saksi korban dan saksi korban terus  memberontak dan 
terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban dan kembali ke 
tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk ke 
kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi 
korban dan kemudian melepas celana saksi korban dan alat 
kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban dan 
mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat 
kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin 
saksi korban dan mengeluarkan cairan ke kelamin saksi korban ;. 
- Bahwa tidak ada orang lain, karena ayah saksi korban pada saat itu 
pergi bekerja sebagai pembawa elekton dan ibu saksi korban 
berjualan nasi kuning. 
- Bahwa terdakwa melakukan kurang lebih enam 6 (enam) kali dan 
kejadian ke 6 (enam) terdakwa memasukkan kelaminnya ke 
kelamin saksi korban. 
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- Bahwa terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban 
apabila saksi korban melaporkan hal tersebut ; 
- Bahwa terdakwa terakhir melakukannya bulan Mei 2012, dan 
setelah itu terdakwa sudah tidak tinggal lagi dirumah. 
- Bahwa Saksi korban memberitahukan setelah ada gossip dari 
tetangga karena perut saksi korban mulai membesar dan saksi 
korban menceritakan kepada Saksi Rahmi Dg Mammeng  dan 
saksi Subaeda Dg Jime dan setelah di tes pek saksi korban positif 
hamil dan saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polisi ; 
- Terdakwa membuka kaki saksi dengan kakinya, kemudian 
terdakwa memasukkan alat kelaminnya di kelamin saksi secara 
maju mundur dan setelah 5 menit, keluar cairan putih dari alat 
kelaminnya ; 
- Bahwa setelah kejadian itu saksi merasakan sakit pada alat 
kelamin saksi ; 
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menceritakan kepada orang lain 
karena saksi selalu diancam ingin dibunuh oleh terdakwa, saksi 
memberitahukan setelah ada gossip dari tetangga karena perut 
saksi mulai membesar dan saksi menceritakan kepada kakak 
sepupu dan ibu tiri saksi dan setelah di tes pek, saksi positif hamil 
dan saksi melaporkan kejadian ini; 
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang lemari di rumah saksi 
Rohaya ; 
- Bahwa Sudah 9 (Sembilan) bulan kehamilan saksi Rohaya ; 
- Bahwa saksi Rohaya sudah tidak bersekolah lagi karena hamil ; 
- Bahwa, Waktu diperiksa di Kepolisian terdakwa mengatakan akan 
menikahi saksi Rohaya, tapi saksi Rohaya tidak mau dan 
keluarganya tidak menyetujuinya . 
 
Selanjutnya terdakwa juga memberikan keterangan tentang 
kasus tersebut. Selain keterangan dari para saksi dan terdakwa-
terdakwa di  persidangan  Penuntut Umum telah mengajukan barang 
bukti berupa : 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink 
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cream 
- 1 (satu) lembar BH warna cream 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream bis orange 
 
Setelah adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang 
didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang 
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diperoleh berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan 
keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan meyakinkan 
terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ”Dengan 
Sengaja Dan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan 
Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut”  
sebagaimana yang diatur dan  diancam pidana dalam  pasal 81 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 
Pasal 64 KUHPidana. 
Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam 
memutus kasus dalam putusan nomor. 356/Pid.B/2012/ PN. 
Sungguminasa didasarkan pada fakta-fakta yang dalam persidangan dan 
juga rasa keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:  
a. Menimbang, bahwa  dalam perkara ini terdakwa tidak 
mengajukan saksi yang meringankan baginya ;  
b. Menimbang, bahwa  oleh karena Terdakwa telah dinyatakan 
terbukti bersalah dalam dakwaan PRIMAIR, maka dakwaan 
SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; 
c. Menimbang, bahwa  oleh karena Terdakwa telah dinyatakan 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan 
PRIMAIR, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan 
perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan 
setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (vide pasal 
193 ayat 1 KUHAP );   
d. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini 
berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, 
maka masa penahanan terdakwa supaya dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk 
memudahkan pelaksanaaan putusan ini, ditetapkan supaya 
Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 
huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k  KUHAP jo. pasal 33 KUHP jo. 
SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989 ) ;  
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e. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama 
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan 
hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung 
jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau 
alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus 
dipertanggung jawabkan kepadanya 
f. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 
jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak 
pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu 
harus di jatuhi pidana ; 
 
Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut, 
Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa, hal ini sangat penting mengingat bahwa 
pertimbangan tersebut merupakan kewajiban Hakim yang ditegaskan 
dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasan Kehakiman, yang bunyi pasalnya sebagai berikut : 
Ayat 1 
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai –nilai hukum dan 
rasa keadlian yang hidup dalam masyarakat. 
Ayat 2 
Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
 Selanjutnya dalam putusan tersebut, dikemukakan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sebagai berikut:  
Hal yang memberatkan  
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban ; 
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- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan ; 
Hal yang meringankan  
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa berusia lanjut dan mempunyai tanggungan istri dan 
anak ; 
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ; 
1. Komentar Penulis 
Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang 
dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan 
putusannya Nomor 356/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa lebih  didasarkan 
pada akibat (dampak) yang ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak yang dimana telah merusak masa depan korban dengan 
membuat korban hamil dan sikap terdakwa yang berbelit-belit pada saat 
diperiksa di pengadilan dan hal ini sejalan dengan ide dan pedoman 
pemidanaan yang terdapat dalam rancangan KUHP pasal 55 yang 
menyatakan: 
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 
direncanakan; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
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f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat 
tindak pidana; 
h. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana; 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
j. Pemaafan dari korban dan /atau keluarganya; dan /atau  
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 
Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah karena 
terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya 
dan karena terdakwa berusia lanjut dan memiliki tanggungan istri dan 
anak. Menurut pendapat saya bawa oertimbangan Hakim tentang 
alasan-alasan yang meringankan pidana, sepenuhnya tidak memenuhi 
ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, karena yang diwajibkan untuk 
dipertimbangkan oleh Hakim dalam kaitannya dengan berat ringannya 
pidana adalah sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. 
Dalam hubungan ini alas an bahwa terdakwa belum pernah dihukum, 
menyesali perbuatannya, memanifestasikan sifat yang baik dari 
terdakwa, sementara terdakwa berusia lanjut adalah realitas (keadaan 
yang nyata) dihadapi oleh Hakim yang berkaitan dengan pemidanaan; 
penulis sependapat dengan hakim apabila usia lanjut ini dimasukkan 
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dalam pertimbangan yang meringankan pidana dengan alasan 
sebagai  berikut: 
a. Pertimbangan Hakim tentang alasan yang meringankan pidana 
terhadap usia lanjut adalah pertimbangan tentang fakta (realitas) 
yang merupakan pertimbangan tentang keadilan yang dalam hal 
ini termaksud kewajiban Hakim sebagaimana terdapat dalam 
Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
b. Pertimbangan Hakim tersebut juga telah sejalan dengan kepada 
putusan yang menyatakan: Demi Keadilan Berdasarkan 
KeTuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang 
No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang 
dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut terhadap anak itu 
seharusnya dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti kualifikasi 
perbuatan terdakwa dan aspek yang lain, terkait Perlindungan Anak, 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan juga keadaan yang nyata 
(realitas) seperti usia lanjut, karna pertimbangan tentang keadilan yang 
mendekati kesempurnaan hanya dapat dilakukan dengan melakukan 
pendekatan secara holistic (menyeluruh) serta tidak mengabaikan 




Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Secara Umum 
Kualifikasi Perbuatan Ringan, Sedang atau Berat 
Intensitas perbuatan Sekali / beberapa kali 
Kualitas perbuatan Biasa / kasar / brutal 
Penggunaan alat Tangan kosong / senjata 
Peranan dalam kelompok Pimpinan / anggota 
Pengaruh dalam masyarakat Resah / luar biasa 
*Sumber: Hasil wawancara yang telah diolah tanggal 13 Maret 2014  
Tabel 2 
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Secara Khusus 
terkait Kasus Perlindungan Anak 
Kualifikasi Kasus Ringan, Sedang atau Berat 
Usia Pelaku Semakin besar umur, semakin berat 
pidana 
Usia korban semakin kecil umur, semakin berat 
pidana 
Hubungan pelaku dengan korban semakin dekat, semakin berat pidana 
Hubungan perkawinan pelaku dalam 
Delik Asusila 
orang yang beristeri dan lancar 
penyaluran biologisnya patut 
diperberat pidananya 
*Sumber: Hasil wawancara yang telah diolah tanggal 13 Maret 2014  
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim 
berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa 
penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim 
pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar 
Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
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Anak jo Pasal 64 KUHPidana dan menjatuhkan saksi pemidanaan 
kepada terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI. 
Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di 
atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa 
SAIMUNG USMAN BIN COLLI dengan pidana penjara selama 13 (tiga 
belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta 
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut  tidak  dibayar, 
maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 
Berdasarkan uraian di atas serta hasil wawancara dengan 
beberapa narasumber yang kompeten dalam perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
















1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa yang 
berusia lanjut dalam Putusan No. 356/Pid.B/2012/PN. 
Sungguminasa dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan 
yuridis yaitu dakwaan, tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum 
baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa,  
maupun alat-alat bukti. Dalam kasus ini, dakwaan yang 
dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan Primair, yaitu  Pasal 
81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo 
Pasal 64 KUHPidana. Hal ini terlihat jelas dengan terpenuhinya 
semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan 
kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, 
maka telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan. 
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa Yang Berusia Lanjut adalah berdasarkan fakta-fakta 
hukum yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Hakim 
juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang 
meringankan yang ada pada diri Terdakwa, antara lain hal yang 
memberatkan seperti perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, 
dampak perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, 
 77 
terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan dan hal 
yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum, 
terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa 
berusia lanjut dan mempunyai tanggungan istri dan anak. Selain itu 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut 
terhadap anak itu seharusnya dipertimbangkan dari dua aspek, 
baik secara umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa 
maupun secara khusus terkait kasus Perlindungan Anak.  
 
B. Saran 
1. Kepada pihak  yang terkait dalam menangani kasus ini yakni 
Majelis Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan penerapan 
sanksi pidana yang lebih tegas terhadap terdakwa-terdakwa 
dalam kasus persetubuhan terhadap anak sesuai dengan 
perbuatannya yang telah merugikan masa depan korban itu 
sendiri yang dalam hal ini adalah anak. 
2. Pertimbangan yang meringankan terdakwa hanya karena pelaku 
yang berusia lanjut tersebut sudah cukup relevan, namun akan 
lebih tepat apabila dikaitkan juga dengan status perkawinan si 
pelaku. Artinya, orang yang mempunyai isteri dan dapat 
menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan baik, patut 
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